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Abstrak 
Konsultasi hukum yang diberikan oleh kantor notaris tidak hanya berfungsi secara praktis dalam 

membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memuat dimensi edukatif dan preventif 
terhadap potensi konflik hukum. Artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman magang penulis di Kantor Notaris 
Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, di Kota Sukabumi, yang sekaligus merupakan bagian dari kegiatan 
pengabdian masyarakat berbasis profesi hukum. Selama magang, penulis terlibat langsung dalam proses 
konsultasi hukum kepada masyarakat, terutama terkait jual beli tanah. Melalui pendekatan deskriptif-
kualitatif, artikel ini mengkaji peran konsultasi hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam 
membangun kesadaran hukum dan meminimalkan risiko transaksi ilegal. Temuan menunjukkan bahwa 
mayoritas masyarakat belum memahami secara utuh prosedur legal jual beli tanah dan sering kali memiliki 
pemahaman yang keliru tentang praktik di lapangan. Oleh karena itu, peran notaris sebagai sumber informasi 
hukum sangat krusial untuk menciptakan transaksi yang aman, sah, dan berkeadilan. 

 
Kata kunci: Notaris, Konsultasi Hukum, Jual Beli Tanah, Pengabdian Masyarakat, Kesadaran Hukum 
 

Abstract 
Legal consultation provided by notary offices serves not only a practical role in assisting the public 

with legal issues, but also carries educational and preventive dimensions to reduce future legal disputes. This 
article is based on the author's internship experience at the Notary Office of Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, 
SH, located in Sukabumi City. During the internship, the author was directly involved in assisting the office staff 
in providing legal consultations to the public, particularly in matters related to land sale and purchase. Using 
a descriptive-qualitative approach, this article examines how such consultations can be considered a form of 
community service, especially in fostering legal awareness and minimizing the risk of illegal transactions. The 
findings show that most members of the community do not fully understand the legal procedures involved in 
land transactions and often hold misconceptions about practical implementation. Therefore, the role of the 
notary as a legal information provider is crucial in creating safe, valid, and just transactions. 

 
Keywords: Notary, Legal Consultation, Land Sale, Community Service, Legal 

1. PENDAHULUAN 

Transaksi jual beli tanah masih menyisakan banyak persoalan hukum di Indonesia. 
Kurangnya pemahaman terhadap prosedur legal, syarat formal dan material dalam pembuatan 
akta, serta risiko hukum yang menyertainya, sering membuat masyarakat terjebak dalam 
transaksi yang cacat hukum. [1] menunjukkan bahwa sengketa pertanahan terus mendominasi 
laporan tahunan, sebagian besar dipicu oleh kesalahan prosedural akibat ketidaktahuan pihak 
terkait. Dalam konteks Kota Sukabumi, berdasarkan observasi lapangan, masyarakat seringkali 
melakukan transaksi jual beli tanah berdasarkan kesepakatan lisan tanpa bukti yang sah. Kondisi 
ini diperparah dengan minimnya edukasi hukum yang menjangkau lapisan masyarakat menengah 
ke bawah [2], [3], [4]. Di sisi lain, kantor notaris sebagai penyelenggara jasa pembuatan akta 
autentik memiliki potensi strategis dalam memberikan konsultasi hukum secara preventif kepada 
masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum [5], [6]. 

Permasalahan utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah bagaimana tingkat 
pemahaman hukum masyarakat Kota Sukabumi terhadap prosedur legal jual beli tanah, serta 
sejauh mana konsultasi hukum oleh notaris dapat mencegah potensi sengketa hukum. Kegiatan 
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pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait prosedur jual 
beli tanah sesuai ketentuan perundang-undangan, menyediakan layanan konsultasi hukum gratis 
melalui notaris dan staf sebagai bagian dari pengabdian profesi dalam program magang 
mahasiswa, serta mendokumentasikan proses konsultasi dan mengevaluasi efektivitas 
pendekatan preventif dalam penyelesaian potensi sengketa pertanahan [7]. Kota Sukabumi 
memiliki karakteristik sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan 
dalam transaksi. Secara ekonomi, sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal dan 
perdagangan tanah antar individu masih lazim dilakukan tanpa pendampingan hukum. Namun, 
keberadaan lembaga notariat yang aktif dan akses masyarakat terhadap informasi menjadi 
potensi besar untuk dijadikan sebagai media edukasi hukum. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya pendekatan konsultatif 
dalam proses pembuatan akta notaris. Menurut [8], [9], peran konsultasi hukum dalam 
pencegahan sengketa tanah menjadi bagian dari fungsi preventif notaris yang belum 
dimaksimalkan. Penelitian oleh [10], [11] dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat juga menegaskan 
bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan transaksi tanpa konsultasi hukum berisiko 
lebih tinggi mengalami konflik di kemudian hari. Dalam perspektif normatif, Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban 
menjaga kepentingan hukum para pihak secara imparsial. Hal ini sejalan dengan pendekatan 
pengabdian ini yang tidak hanya menekankan pada output berbentuk akta, tetapi juga proses 
konsultasi sebagai sarana pendidikan hukum langsung. Upaya serupa juga pernah dilakukan 
melalui program edukasi hukum oleh berbagai lembaga bantuan hukum, namun keterbatasan 
jumlah tenaga ahli hukum dan akses konsultasi membuat notaris menjadi alternatif penting yang 
lebih mudah dijangkau masyarakat dalam hal legalisasi dan edukasi hukum. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis field experience 
study, yang dilakukan selama masa magang penulis di Kantor Notaris Tjoeng Indryani Kusuma 
Lestari, SH. Kegiatan ini merupakan bagian dari program magang akademik yang sekaligus 
difungsikan sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis profesi hukum, dengan fokus pada 
observasi langsung, partisipasi terbatas, dan pencatatan sistematis terhadap proses konsultasi 
hukum yang diberikan oleh notaris dan staf kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak menggunakan 
pelatihan formal, melainkan pendekatan edukatif kontekstual yang terjadi secara alami dalam sesi 
konsultasi. Informasi hukum disampaikan secara lisan dan disesuaikan dengan kondisi kasus 
yang dibawa oleh pihak yang berkonsultasi, mencakup prosedur legal dalam jual beli tanah, 
pentingnya dokumen autentik, serta risiko hukum akibat kelalaian dalam proses administratif. 

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan indikator kualitatif dan deskriptif. 
Indikator pertama adalah perubahan sikap hukum pihak yang berkonsultasi, yang diukur melalui 
perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya legalitas dalam transaksi. Hal ini 
diketahui dari pertanyaan lanjutan yang muncul selama konsultasi, peningkatan ketertarikan 
peserta untuk menindaklanjuti konsultasi ke tahap pembuatan akta, serta pengakuan pihak 
tersebut mengenai pemahaman hukum yang lebih baik pasca konsultasi. Indikator kedua adalah 
perubahan kondisi sosial budaya, yang diamati dari kebiasaan masyarakat yang sebelumnya 
mengandalkan kesepakatan lisan dan mulai beralih pada pendekatan legal formal dengan 
melibatkan pihak notaris. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola interaksi sosial 
masyarakat dalam transaksi pertanahan. Indikator ketiga adalah dampak ekonomi, di mana 
meskipun tidak langsung terukur secara kuantitatif, masyarakat yang melakukan konsultasi 
hukum berpeluang lebih besar menghindari kerugian finansial akibat sengketa tanah, sehingga 
dapat diasumsikan bahwa kegiatan ini memiliki efek preventif terhadap kerugian ekonomi. 

Pengukuran keberhasilan juga dilakukan melalui dokumentasi tertulis terhadap sesi 
konsultasi yang berlangsung, termasuk jenis kasus, pendekatan penyelesaian yang disarankan, 
serta tindak lanjut pihak masyarakat. Selain itu, dilakukan evaluasi internal terhadap konsistensi 
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pelayanan dan kualitas informasi hukum yang diberikan oleh notaris dan stafnya. Melalui metode 
ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, 
tetapi juga sebagai alat pengubah perilaku dan penumbuh kesadaran hukum masyarakat dalam 
bidang pertanahan, sejalan dengan prinsip pemberdayaan dan perlindungan hukum yang menjadi 
esensi pengabdian profesi hukum kepada publik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui praktik konsultasi hukum pertanahan 
menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya 
dalam transaksi jual beli tanah. Selama periode pelaksanaan, tercatat berbagai jenis 
permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, antara lain: keabsahan sertifikat tanah, 
prosedur balik nama, kelengkapan dokumen jual beli, serta kesalahpahaman terhadap status 
hukum transaksi informal. Selama masa magang, tercatat sekitar 11 sesi konsultasi hukum yang 
dilakukan kepada masyarakat, dengan rincian kasus sebagai berikut: tiga kasus menyangkut 
keabsahan sertifikat dan prosedur balik nama, dua kasus terkait jual beli tanah tanpa dokumen 
lengkap, empat kasus menyangkut status hukum warisan, dan dua kasus dugaan penipuan melalui 
transaksi bawah tangan. Temuan utama dari kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman 
masyarakat terhadap struktur hukum pertanahan. Fenomena ini selaras dengan teori legal 
consciousness oleh [12], yang menjelaskan bahwa pemahaman hukum masyarakat sangat 
dipengaruhi oleh pengalaman sosial, budaya, dan akses terhadap sumber hukum yang kredibel. 
Di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kota Sukabumi, masyarakat masih mengandalkan jalur 
informal atau pihak ketiga (calo) dalam transaksi pertanahan, yang memperbesar peluang 
terjadinya kesalahan prosedural atau bahkan penipuan. 

Implementasi konsultasi hukum terbukti efektif sebagai intervensi berbasis edukasi. 
Pengetahuan yang disampaikan dalam sesi konsultasi bersifat aplikatif dan kontekstual, sesuai 
dengan prinsip experiential learning [13], di mana peserta belajar dari pengalaman nyata, bukan 
sekadar teori. Salah satu contoh nyata adalah kasus penjualan tanah warisan tanpa surat 
keterangan waris yang sah. Konsultasi yang diberikan mendorong peserta menunda transaksi dan 
menyelesaikan dokumen hukum terlebih dahulu, sehingga potensi konflik keluarga berhasil 
dihindari. 

Tren semacam ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum preventif melalui edukasi 
informal berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan 
secara tidak langsung terhadap perlindungan ekonomi, karena masyarakat dapat menghindari 
kerugian akibat transaksi yang tidak sah. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari [14], 
[15], [16] dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat, yang menunjukkan bahwa konsultasi hukum 
berperan besar dalam mengurangi potensi sengketa pertanahan, terutama di daerah dengan 
tingkat literasi hukum yang rendah. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi kegiatan, 
kegiatan konsultasi hukum ini dievaluasi melalui beberapa indikator keberhasilan, sebagaimana 
disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Indikator dan Tolak Ukur Keberhasilan Kegiatan Konsultasi Hukum 

 Indikator Hasil 
Peningkatan pemahaman hukum 
 

Peserta dapat menjelaskan prosedur legal dasar 
setelah sesi konsultasi 

Perubahan perilaku dalam 
bertransaksi 

Masyarakat lebih berhati-hati dan meminta verifikasi 
dokumen terlebih dahulu 

Antisipasi risiko hukum (Preventif) 
Terjadi penundaan transaksi bermasalah untuk 
melengkapi dokumen hukum 

Kepercayaan terhadap lembaga 
hukum 

Meningkatnya permintaan konsultasi lanjutan secara 
sukarela 
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Nilai jangka pendek yang dirasakan masyarakat antara lain: peningkatan pemahaman 
hukum praktis; tindakan preventif terhadap risiko hukum; dan solusi kongkret terhadap 
persoalan yang sedang dihadapi. Sedangkan dalam jangka panjang, kegiatan ini dapat membentuk 
budaya hukum yang lebih taat prosedur, serta memperkuat posisi notaris sebagai lembaga 
konsultatif, bukan hanya administratif. Kegiatan ini memiliki keunggulan karena langsung 
menyasar kebutuhan riil masyarakat, dengan pendekatan personal dan berbasis kasus. Edukasi 
hukum diberikan dalam konteks yang mudah dipahami dan relevan secara langsung dengan 
kebutuhan peserta. 

Namun, terdapat beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya sistem konsultasi 
terjadwal atau terstruktur di kantor notaris, konsultasi masih bersifat insidental tergantung 
inisiatif masyarakat, serta beberapa peserta enggan berkonsultasi karena asumsi bahwa 
konsultasi berbiaya tinggi. Kesulitan utama terletak pada kebutuhan untuk menyederhanakan 
konsep hukum agar dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, proses konsultasi seringkali 
terkendala oleh informasi keliru yang telah tertanam kuat di masyarakat, sehingga dibutuhkan 
upaya koreksi konseptual yang lebih mendalam. Saran pengembangan kegiatan antara lain 
menyusun jadwal konsultasi terbuka berbasis komunitas atau kelurahan, mengembangkan 
platform konsultasi digital, membuat modul hukum praktis berbasis kasus lokal, serta 
berkolaborasi dengan instansi agraria untuk edukasi terpadu. 

4. KESIMPULAN  

Kegiatan konsultasi hukum pertanahan yang dilaksanakan selama masa magang terbukti 
efektif dalam memperkuat fungsi sosial notaris sebagai pendidik hukum dan penjaga kepentingan 
masyarakat. Pemberian informasi hukum yang tepat dan kontekstual mampu meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat, mendorong tindakan preventif terhadap potensi sengketa, serta 
memberikan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah. Kegiatan ini merupakan bagian 
dari pengabdian masyarakat berbasis profesi hukum, yang menunjukkan sinergi antara 
kebutuhan riil masyarakat terhadap literasi hukum dan peran aktif mahasiswa serta notaris 
dalam memberikan layanan hukum yang dapat diakses oleh publik. Namun demikian, 
pengembangan layanan konsultasi yang lebih terstruktur, inklusif, dan berbasis komunitas masih 
diperlukan agar dampak kegiatan ini dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan di 
wilayah lain. Langkah ke depan dapat mencakup digitalisasi layanan, pembentukan jadwal 
konsultasi terbuka, serta penyusunan modul edukasi hukum berbasis kasus lokal. 
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